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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Merujuk pada uraian sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa: 

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan setelah 

kematian suami dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda nomor : 

32/Pdt.G/2020/PTA.Smd., ialah dalam pertimbangan eksepsi Majelis Hakim 

tingkat banding memberikan pertimbangan melalui Pasal 1967 KUHPerdata 

dan Pasal 27 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 ayat (3) Kompilasi 

Hukum Islam. Berdasarkan kedua pasal itu Majelis Hakim berpendapat gugatan 

yang diajukan Pembanding tidaklah daluwarsa. Akan tetapi penulis tidak 

sependapat dengan hasil pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena pada 

dasarnya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana 

ketentuan dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 huruf (e) 

2. Kemudian putusan hakim dalam perkara ini, yaitu dalam Pokok Perkara Majelis 

Hakim mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat dan membatalkan 

perkawinan almarhum H. Ismail Achmad, S.H. dengan Terbanding/Tergugat 

(Norliana binti H. Mahmud). Adapun menurut penulis, bahwa putusan tersebut 

adalah keliru dan kurang tepat dalam putusannya. Karena menurut penulis 
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bahwa permohonan pembatalan perkawinan tersebut sebenarnya tidak dapat 

diterima atau dengan kata lain ialah telah daluwarsa, sebagaimana ketentuan 

yang ada dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 huruf (e). 

 

B. Saran-saran 

Setelah penulis memahami dan menganalisis pertimbangan serta putusan hakim 

dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 

32/Pdt.G/2020/PTA.Smd., maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Kepada Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, agar lebih cermat 

dalam menerapkan hukum yang ada, yaitu jangan hanya melihat kepada 

peraturan-peraturan yang lama dan justru terkesan mengabaikan peraturan yang 

baru. Dimana peraturan baru tersebut pada asasnya memperjelas ketentuan 

yang ada pada peraturan terdahulu. Karena pada kenyataannya, seiring 

berkembangnya zaman maka setiap permasalahan yang terjadi tentulah 

semakin bermacam-macam. Sehingga alangkah baiknya jika Majelis Hakim 

lebih teliti dalam memadukan peraturan terdahulu dengan peraturan yang 

terbaru. 

2. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber 

dan referensi terkait kasus pembatalan perkawinan agar mendapatkan hasil 

penelitian yang dapat dijadikan rujukan Majelis Hakim dalam menyelesaikan 
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perkara tersebut. Karena catatan dan komentar-komentar terhadap putusan yang 

diambil sebagai penelitian dapat membantu, yaitu sebagai salah satu analisis 

permasalahan bagi Majelis Hakim. Karena pada hakikatnya hakim memiliki 

kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

  


